BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.307, 2010 KOMISI PEMILIHAN UMUM. Pengadaan.
Pendistribusian Perlengkapan. Pilkada

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 66 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN NORMA, STANDAR,
PROSEDUR, DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENY ELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang :a bahwa ketentuan Pasal 68 ayat (2) huruf a dan Pasal 69
ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggraan Pemilihan Umum menyatakan
bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komiss Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan
mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan
kebutuhan yang ditetapkan oleh Komis Pemilihan
Umum sesua dengan;
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Mengingat

bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a telah
diterbitkan Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor
66 Tahun 2009 tentang Penetgpan Norma, Standar,
Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan sarta Pendistribusian
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepaa
Daerah dan Wakil KepalaDaerah;

bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan hurub b,
serta berdasarkan perkembangan keadaan berkenaan
dengan  hal-hal  teknis tentang  perlengkapan
penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, dipandang perlu mengubah
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun
2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan
Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetgpan Norma,
Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta
Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
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Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lebaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instans
Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Dagrah sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
57 Tahun 2009;

Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komis Pemilihan Umum Provinsi dan Komis Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagamana diubah dengan
Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun
2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37
Tahun 2008 dan Peraturan Komis Pemilihan Umum
Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat  Jendera Komisi Pemilihan Umum,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Sekretariat  Komisi Pemilihan Umum Provins dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagai mana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun
2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komis
Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daegrah sebagaimana diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun
2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan
Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun
2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebagai mana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun
2009 tentang Pedoman Tata Caa Pelaksanaan
Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat
Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program,
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2010 tentang Pedoman Tatat Cara Pemutakhiran Data
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dan Daftar Pemilih daam Pemilihan Umum Kepaa
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

18. Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun
2010 tentang Pedoman Tata Caa Pelaksanaan
Rekapitulast Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah olen Panitia Pemilihan Kecamatan, Komis
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komis
Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon
Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;

Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 20
Mei 2010;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN KOMIS PEMILIHAN UMUM TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMIS PEMILIHAN
UMUM NOMOR 66 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN
NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN
PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH.

Pasdl |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 66
Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan
Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagal berikut :

" Pasal 4

(2) Pengadaan surat suara dilakukan di daerah yang bersangkutan dengan
memperhatikan kemampuan dan kapasitas cetak calon penyedia
barang serta hasi| cetakan yang berkualitas.”
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